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PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI EENER MERIAH

Menimoang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun
Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bener Meriah, perlu menyusun kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan
Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta. Tata Keria. Dinas
Komunikast dan Informatika Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999  tentang
Penyeienggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 172, Tambsahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3883);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe
Arah Darvesalam {Lar-qhorgﬂ Nngarq Ppnnhhk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Reputlik indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
‘Perimbanguari Keuangan antara Pemerintah Fegat dan
Femerintanan Dacran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 - tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633};

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipii
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494




Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tfentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
Ledna Lalinga dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ({Lembaran
Negara FRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daecah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5887);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Y5 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Aceh;

Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016
‘tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener
Meriah Tahun 2016 Nomor 118]).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAST, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENER MERIAH. :

BAB I

FETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah

2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;

3. wakil Bupati adaiah Wakil Bupati Bener Meriah;

4, Sekretaris Daerah vang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;

3.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten Pada Pererintah Kabupaten Bener Meriah;

6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bener Meriah

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bener Meriah;

8. Bekretaris adalah Sckretaris Kepaba Diras Komoniicast
dan Informatika Kabupaten Bener Meriah; .

9. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bener Meriah;

10. Kepals Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatilka Kabunpaten Bener Meriah,

11. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah
Selaretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bener Meriah,

12. Kepala Sub Bagian adslah Kepala Sub Bagian yang

herada. di bzwah Sekretaris Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bener Meriah;




13. Sel:si zdalahl Seks: yang berada di bawah Bidang pada
Dinas Kcemunikasi dan Informatika Kabupaten Bener
Meriali; '

14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang berada di bawah
'V’i‘}’_‘.? =Y Rw]gng Pnrlq Ninas Knomuniliasy dan Tnformatilra
Kabupaten Bener Meriah;

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sclanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bener Meriah;

16 KP]nmnnk ja}ga‘mn Fungsional adalash kplnmnnk iahatan

fungs1or1al dilingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bener Meriah.

BAB Il
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika,
terdiri dari:

Kepala Dinas;

Sekretariat,

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;

Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian;

Bidang Layanan E-Government;

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan
c¢. Sub Bagian Keuangan,

(3) Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari:
a. Qelzei Pangelolaan Opini Publily; dan,

. Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik...

(<} Bidang Fengelolaan  Komunikasi Publik, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi publik dan
Hubungan Media,dan
b, Seksi Hubungan Media;

(5) Bidang Tzknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian,
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Pengelolaan data dan
Integrasi Sistem Informasi; dan




b. Seksi Fersandien, Keamanan Informasi dan
Telekomunikaal. _
(6) Ridang Layanan E-Goverment, sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf f terdiri dari:
a. Relsi Pengembangan Aplikasi; dan.

b. Seksi Pengembangan dan Tata Kelola E-Government.

Pasal 4

(1) Dinas Komunikasi dan informatika merupakan perangkat
daerah sebagai unsur pefaksana Pemerintah Kabupaten Bener
Meriah di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik,
pengelolaan komunikasi publik . dan teknologi informasi,
persandian, layanan e-government serta melaksanakan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau
Fermerineall Provirst,

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekda.

Raogiarn Kedua
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Tugas dan fungsi

Paragraf 1
Dinas

Pasal 5

Dinas Komunikasi dan Infcrmatika mempunyai tugas
melaksanakan tugas pengelolaan dan layanan informasi publik,
nengelolaan  komunikasi publik dan  teknologi informasi,
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pembantuan vang diberikan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintan Provinsi. :

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud dalam Pasal

5, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. pelaksanaar urusan ketatausahaan dan kepegawaian Dinas;

b. Pelaksanaen program kerja tahunan, jangka menengah dan
jangka panjang,

c. pelaksanaan penyusunan program, kebijakan teknis:

d. pelaksanaan sarana dan prasarana;

e. pelaksanaan penyiapan rancangan produk hukum daerah;

f. pelaksanaan teknis perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlakt;

g. pelaksanaan koordinasi dibidang komunikasi, informatika dan
persandian; _

h. pelaksanaan tugas bidang kegiatan administrasi,
perlengkapan rumah tangga, keuangan, perencarfaan, dan
pelaporan;

i. pelaksanaan perumusan Kkebijakan teknis di bidang
komunikasi, informatika, dan persandian,

j. pelaksanaan pelayanan komunikasi, informatika, dan
persandian;

k. pelaksanaan pemantauan dan fasilitasi di bidang pelayanan
komunikasi. informatika, dan persandian,

I. pelaksanaan pelayenan pemberian rekomendasi di bidang
komunikasi, infonnatika, dan persandian,; c




m. pelaksanaan pengawasan dan penertiban izin di bidang
komunikasi dan informatika;

n. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan perjanjian di

bidang komunikasi, informatika, dan persandian;

nenyelenggaraan peninglkatan sumher daya manusia di bidang

komunikasi, informatika, dan persandian;

p. pengendalian, pengawasan, dan pemberdayaan di bidang
komunikasi, informatika, dan persandian;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

v nelaksanaan mgas-tgas kKedinasan Jainnya. vang diberikan
oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o

Pasal 7

Untuk Menvelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyail

kewenangan:

a  merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara
makro di bidang komunikasi, informatika dan persandian;

b. pemberian rekomendasi terhadap Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana
telekomunikasi,

c. pemberian rekemendasi terhadap Izin Gangguan/Hinder
Ordenantie (HO) menara telekomunikasi sebagai sarana dan
prasarana telekomunikasi;

d. pemberian izin galian untuk keperluan kabel telekomunikasi
di Kabupaten Bener Merialy;

e. menetapkan Standar Orerasional Prosedur {SOP) di bidang
komunilkasi, informatika dan persandian;

f renetapkan pelayanan pemberian rekomendasi di bidang
komunikasi, informatika dan persandian;

g. melaksanakan pengaturan di bidang komunikasi, informatika
dan persandian

h. melaksanskan pengembangan sistem jaringan komunikasi
dan informasi; _

i  melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang
penviaran dan usaha informasi dan komunikasi; dan

j. pembinaan serta bimbingan teknis kepada UPTD;

Paragraf 2
Kenala Dinas

: Pesal 8
(1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan di
bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekda.
{2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas
melalkeanalkan fugas umnum Pemerintahan dan nemhangunan

di bidang komuniasi, informatika dan persandian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

R ayar (2), kenala Dinas Komunikasi dan. Informatika mempunyai

fungsi:

2. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan
wepegawaian dinas;

h. pembinaan penyusunan program Kerja tahunan, jangka
menengah dan jangka paniang:

¢. pembinaan den pengendalian penyusunan kebijakan teknis di
bidang lcornunikasi, informatika dan persandian,




d. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rancangar
produk hukum daerah;

e. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian komunikasi
dan informetika;

f. pengendalian dan pengawasan nemanfaztan tekneleg dan
informatika dalam rangka pengembangan komunikasi,
informatika dan persandian;

g. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang penyelenggaraan komunikasi, informatika
dan persandian;

h. pelaksanaanr koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga
terkait lainnya di bidang komunikasi, informatika dan
persandian; >

i. pembinaan UPTD; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya vang diberikan
oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 1< ,

(1) Sekretariat merupakan unsur pendukung Dinas di Dbidang
pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana,
keuangan, penyusunan program, data, informasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

9 Qelrarariar dinimnin aleh ceorang Qalrrataria vano hearada Al
(2} Selretaral dipimpin Q3L SCOIANS Stiabimess vang neralx CL

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

Sekretariat mempuinvai tugas melaKukalr pEnRgEota&it  UIrusSan
administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan,
arsip. perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
produk hukum daerah, pelayanan administrasi, penyusunan
program, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan certa hubungan masyarakat 4i lingllungen

Komunikasi dan Informatika.
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Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11, Sekretariat mempunyai fangsi:

a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumahtangga,
barang  inventaris, asset, perlengkapan, peralatan,
pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;

b. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana;
pembinzsan teknis urusan lrepegawaian, orga

ketatalaksanaan;

d. pembinaan teknis penyusunan produk hukum, protokoler dan
hubungan masyarakat;

e. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi
kenangan:

f. pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan,
jangka menengah dan jangka panjang;

g. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana
anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan
sumber lainnva; '

h. pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengkajian
dan pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatikay
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i, pengendalian teknis penyiapan data dan informasi pada Dinas
Komunikasi dan Informatika;

j. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja
dan rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

L. pembinzar dan pengendalian teknis monitoring . evaluasi dan
pelaporan; dan _

1. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan
tugas dan fungsinya. ' :

Pasal 13
(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, dan
¢. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesual
dengan bidang tugasnya

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi,
ketatalaksanaan, SOP, produk-produk hukum, pelaksanaan
nubmagan masyarakat dan protokuler, rumedt tearTggs, bararng
inventarie, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip
dan perpustakaail.

Pasal 15

Utk metaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud datam Pasat
14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian,
pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan SOP;
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokoler;
pelaleanszan urusan rumah tanggs, harang inventaris asset,
perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;

pelaksanaan pengelolaan arsip dan perpustakaan;
pelaksanaan penyusunan penyiapan bahan rancangan produk
hukum daerah;

pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.
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Pasal 16
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan
program, pelaksanaan dan pemantauan program kerja Dinas
Komunikasi dan informatika.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
i6, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
h. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program yang

bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lain;
c. penyusunan program Kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang;

'}




G. peiaksanzan penyusunanr  rencana strategis, laporan
akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;

€. pelaksanaan pPenyusunan penyiapan bahan rancangan produk
hukum daerah;

£, pelaksanaan kegintan monitoring evaluasi dan pelanoran: dan

g. pelaksanaan lugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika sesuaj

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18
Sub  Bagian Keuangan mempunyai  tugas melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan,
pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

D 1
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa]
18, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungs;i :

pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;

pelalceanaan relaporan realisasi fisik dan kenongan:
pelaksanaan penyusunan penyiapan bahan rancangan produk
hukum daerah;

pelaksanaan kegiatan.mcnitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya  yang diberikan
oleh Sekretaris Dings K omunikasi dan Informatika sesuaj
dengan tugas dan fungsinya.

10
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Faragraf 4
Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Pasal 20
(1) Bidang Pengelolaan  dan Layanan Informas;j Publik
merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan dan
layanan informas; publik.

(7Y Ridone Parmanlnlagem Aan Lavanan T_mfnrmfnsi Publilr A7 mitmai
\—) -‘&-~Ah~)&AAb - \-AADVAVA\.sL\-It et H.AJ e e s R AtAANLS W AR, A YA KA A i) kl’:lﬁ?h'h‘r-ﬂ’dw
oleh secrang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung Jawab kenada Kepala Dinas melalyj Sekretaris

Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 21
Bidang Pengeloiaan dan Leyanan Informasi Publik mempunyai
tugas melakukan tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk
teknis dan  koordinasi di bidang pengelolaan dan layanan
informasi pubtlik '

Pasal 22
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamn
Pasal 21, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
mempunyai fungsi
a. pembinaan teknis Penyusunan petunjuk teknis dj bidang
bengeiolaan dan layanan Informasi publik;
pembinaarn teknis pPenylapan sarana dan prasarana;
Fembinaan teknis pPenyusunan program perencanaan;
pengendnlisn teknia penyusunan pregram kerja;
pembinaan penyiapan bahan rancangan produk hukum
daerah;
pengendalian tekris perumusan kebijakan pémungutan pajak
dacrah, retrious: daerah dan pungutan daerah lainnya;
g Pembinaar layanan media center,
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h. Pembinaar lavanan pengaduan masyarakat; Y%

i, Pembinaan lavanan Pusat Pelayanan Informasi Daerah {PPID);

. pengendalian telnis monitering, evaluasi dan pelaporan;

k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga
terlait lainnya; den

1. pelaksanazn tigas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinns Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris

sesual denigan frgas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Pengeiclaan dan Layanan Informasi Publik, terdiri

dari:
a. Selrsi Pengelolaan Opini publik; dan
b. Seksi Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini,
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan
Layanan Informasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24 .

Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas melakukan
tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan
koordinasi di bidang pengelolaan opini publik.

Pasal 25

mruk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Prsal 24, Seks! Pengelolaan Opini Publik mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemberian layanan informasi yang disampaikan
kepada mesyarakat,

T rmelalreccrnasn lavaran cdictri
: Lancoan lavanan C1ell

.
b, pelak sl

i yang mosul melalivi
roedia/sarans yang iersedia;

c. pelaksansan penyiapan bahan rancangan produk hukum
daeraly;

d. pelaksanaan  pernyampaian tanggapan/jawaban kepada
maavarakat  berdasarkan  informasi  vang masuk dari
instansi/ pejabat.

e. pelaksanazan inventarisasi permasalahan dan mengupayakan
penvelesaian

f. pelaksanaan tzknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh,

Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e

Pasal 26

QA , N . - ~ . - L
Qalzei Pengeiclazn dan Layanan Informesi Publik mempunyes

tugas tugas melakukan tugas menyiapkan bahan pembinaan,

petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pengelolaan dan
layanan informasi publik. “

Pasal 27

Untul menvelenggarakan tugas’ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26, Selisi Pehbgelolaan dan Layanan Informasi Publik
reempunyat fungsi:

a. pelaksanaan  teknis  penyusunan program  pengelolaan
inforrmasi sy dokumentasl  informasi publil,  bhidang
pengelahan data dan diseminasi informasi;

b. pelaksanaan Lonsulidasi  dalam rangka  pengumpulan
informasi den doxwmentasi informasi publik;




¢. Pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum
daerah; '

d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan
atas permintaan informasi dan dokumentasi informasi pubiik;

2. pelaksansan inventarisasi, penvimnanan dan nemelibaroan
informasi dan dokumentasi pada masing-masing SKPK;

f. pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumen yang berada
di bawah penguasaan SKPX;

g. pelaksanaan penghimpunan, pendataan, dan penyimpanan
imformasi publik  dari PPID  SKPK sesuai urusan dan
bidangnya masing-masing;

h. pelaksanaan pembuatan database informasi publik;

i. Peningkatan aksesibilitas diseminasi informasi publik melalui

penyediaan sistem informasi dan portal informasi publik;

pelaksanaan teknis raonitoring, evaluasi dan pelaporan; dan.
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5 \/
Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik 2\,

Pasal 28

(1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik merupakan unsur
nelakaana ieknie di hidnng pengelolaan komunikasi nublile

(2) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik di pimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Komunikasi
dan Informatika.

bt
-

Pasal 2

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas
melakukan kedinasan di bidang pengelolaan komunikasi publik.

Pasal 30

unituk menyekenggaraken: tugas sebagaimana dmaksud datmrm

Pasal 29, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai

fungsi :

a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis di bidang

pengelolasn komunikasi publik;

pembinaan telnis penyiapan sarana dan prasarana;

pembinaan teknis penyusunan program perencanaarn;

pengendalian teknis penyusunan program kerja;

pembinaan penyiapan bahan rancangan produk hukum

daerah;

Pembinaan lavanan Lemhaga Penviaran Puhlik (LPP) Ragdio

Rimba Raya;

Pembinaan koordinasi dengan Pers;

Pembiraan layanan media cetak dan elektronik;

Pembinaan penyiapan bahan-bahan informasi untuk

penyvebaran informasi melalui tabloid agar dapat diketahui

oleh pihak-pihak yang memerlukan informasi serta

masyarakat; '

J. Pembinaan penyiapan rencana peliputan acara bagi pers dan
media massa vang akan melakukan peliputan;

k. pengendaiian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;

pelaksanaan koordinasi dengan instamnsi dan/atau lembaga
terkait iainnya; dan

- 0 Q0
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m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1j Bidang Peugelolaan Komunikasi Publik terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
b. Seksi Hubungan Media,

(2) Masing-masing Sekst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini,
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi'yang berada di bawah dan
bertanggung jawab Kkepada Kepala Bidang Pengeloiaan
Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32
Seksi Pengelolaan Media Komunikasi publik dan Hubungan Mcdla
mempunyad tugas kedinasan € bidang pengelolaan meaia

kemunikasi publik dan hubungan media.

AR AT R

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik berfungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di
bidang penylaran, helembagaan komunikasi  sosial,
komunikasi pemerintah pusat dan daerah, publikasi dan
sosialisasi, pelayanan informasi;

b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi
pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;

c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum
daerah;

d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di Dbidang
penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, komunikasi
pemerintah pusat dan daerah, publikasi dan sosialisasi,
pelayanan informasi, _

e. pelaksanaan penylapan Dbahan penyusunan standar,
rekomendasi, prosedur di bidang penyiaran, kelembagaan
komunikasi sosial, komunikasi pemerintah pusat dan daerah,
publikasi dan sosialisasi, pelayanan informasi;

f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang

penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, komunikasi

pemerintah pusat dan daerah;

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana program

di bidang penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial,

komunikasi pemerintah pusat dan daerah, pelayanan

informasi;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan informasi melalui
media baru diantaranya melaksanakan penyediaan dan
penyebaran informasi metfalui media online dan Media Call
Center dan media konvensional diantaranya penyediaan dan
pelayanan informasi melalaui media konvesional meliputi
media tercetak, media langsung dan media elektronik serta
dokumentasi;

i. pelaksanaan reknis monitorjng, evaiuasi dan peiaporar; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

e

Aol
Pasal 24

Seksi Hubungan Media mempunyai tugas melakukan kedinasan
di bidang hubungan media.
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Pasal 35

Untuk menyelenggarakar: tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34, Seksi Hubungan Media mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
diseminasi mforrnasi nasionaf,

b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang Kemitraan
media dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun daerah
serta instansi terkait lainnya; .

c. pelaksanaan penyiapan bkahan rancangan produk hukum
daeran; ?

d. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standarisasi, rekomendasi, bimbingan teknis,
evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan di bidang kemitraan
media radio, televisi, cetak serta media komunitas lainnya
varig ada di masyarakat;

e. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama program di bidang
kemitraan media dengan lembaga penyiaran baik pusat

, maupun daerah serta instansi terkait lainnya,

pelaksanaan penyiapan bahan produksi informasi dalam

bentul media elelitronik manpun media cetal;

pelaksanaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

=

5 0

Paragraf 6
Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian

Pasal 36

1 A Tal- 1 < T g . 1, ‘ S J
1} Bidang Teknolegl, Informasi, Komunikasi den Persandian

merupakan unsur pelaksana teknis di bidang teknologi,
informasi, komunikasi dan persandian; dan

(2) Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian di
pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
hertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 37

Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian
mempunyai tugas kedinasan di bidang teknologi, informasi,
komunikasi dan persandian

Pasal 38

Untuk menyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37, Bidang. Teknologi, Informasi, Komunikasi dan

Persandian mempunyai fungsi :

a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis di bidang
teknolog, informasi, komunikasi dan persandian;

b. pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana,

¢. pembinaan teknis penyusunan program perencanaan,

d. pengendalian teknis penyusunan program kerja;

e. pembinaan penyiapan bahan rancangan produk hukum
daerah;

f.

pengendalian teknis perumusan kebijakan pemungutan pajak
daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya;
g. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;

12
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- pelaksaniaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga

terkait lainnya; dan
pelaksanaan UUEas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris
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Pasal 35

Bidang Teknolcgi, Informasi Komunikasi dan Persandian

terdiri dari :

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Pengelolaan data dan
Integrasi Sistem informasi; dan

b, Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan
Telekomunikasi;

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ini,

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepaia Bidang Teknoiogi,

Informasi, Komunikasi dan Persandian sesuai dengan bidang

tugasnya.

Pasal 40

Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Pengelolaan data dan Integrasi
Sistem Informasi mempunyai tugas di bidang infrastruktur dan
teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40, Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Pengelolaan data dan
Integrasi Sistem Infermasi:

a.

d.

(¢}

B

pelaksanaan  perancangan, pengelolaan,  pemeliharaan
infrastruktur jaringan, pusat data (data center), komputasi
awan {cloud} yang handal ' '
pelaksznaan pengelolaan dan integrasi aplikasi teknologi
informasi seperti e-mail, web hosting, serta aplikasi teknologi
informasi lainnya,

pelaksanaan  perancangan dan melaksanakan  sistem
autentifikasi, oterisasi dan pencatatan pengguna (usen
dan aplikasi reknoiogi informasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gener Meriab; .

pelaksanaan penyiepan bahan rancangan produk hukum
daeraly; .

pelaksanams: penyusunan dan perencanaan pemulihan
bencana (disaster recovery plan) dan sistern pencadangan data
(backup systemy;

pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur
jaringan dan Internet di lingkungan Perkantoran Pemerintah
Rabupaten Bener Meriah

pelaksanaan penyusunan dan perencanaan pengintegrasian
sistem informasi;
pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang sarana
telekomumnikasi, pelayanan telekomunikasi, telekomunikasi
knhusus dan Kewajiban pelayanan universal;

pelaksanaan penyiapan pemberian rekomendasi perizinan
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa
telekomukasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban
pelayanan universal;
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h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga
terkait lainnya; dan

pelaksariaan tugas Ledinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepaia Dinas romunikasi dan Informatika melalui Sekretaris

cpa11al Asmoar Tiang Adan finasinya
AT ) T ! V.h'va—'-‘bv-hrﬂ u'lh"‘L-,"M-.l' Sp ALl -D‘ H\‘J’ A
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Pasal 39

(1) Bidang Teknolcgi, Informasi, Komunikasi dan Persandian
terdiri dart :
a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Pengelolaan data dan
integrast Sistem informasi, dan
b. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan
Telekomunikasi;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini,
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologl,
informasi, Komunikasi dan Persandian sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 40

Seksi Infraétruktur dan Teknologi, Pengelolaan data dan Integrasi
Sistemn Informasi mempunyai tugas di bidang infrastruktur dan
teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40, Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Pengelolaan data dan
Integrasi Sistem Informasi: '

a. pelaksanaan  perancangan, pengelolaan, pemeliharaan
infrasiruktur jaringan, pusat data (data center), komputasi
awan {cloud) yang handal

b. pelaksanaan peugelolaan dan integrasi aplikasi teknologi
informasi seperti e-mail, web hosting, serta aplikasi teknologi
informasi lainnya;

c. pelaksanaan  perancangan dan melaksanakan  sistem
autentifikasi, oterisasi dan pencatatan pengguna {usen
dan aplikasi teknologl informasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bener Weriah; :

d. pelaksanazi penyiapan Lbahan rancangan produk hukum

daerah;

pelaksanaw  penyusunan dan perencanaan pemulihan

bencana (disaster recovery plan) dan sistem pencadangan data

{backup systery;

f. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur
jaringan dan Internet di lingkungan Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bener Meriah

g. pelaksanaan penyusunan dan perencanaatl pengintegrasian
sistem informast, «

h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang sarana
telekomunikast, pelayanan telekomunikasi, telekomunikasi
knusus dan Kewajlban pelayanarn universal;

i, pelaksanaan penylapan pemberian rekomendasi perizinan
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa
telekomunikasi, telekomunikasi- khusus dan kewajiban
pelayanan universal;

o
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j.  pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jaringan
telekomunikas?, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus
dan kewajiban pelayanan universal;

k. pelaksanaan pengawasan layanan jasa telekomunikasi;

L pelabisenaan rebnis monitoring, evaluasi dan pelaporan: dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Bideng Teknologi, Informasi, Komunikasi dan
Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
mempunyai tugas di bidang persandian, keamanan informasi dan
telekomunikasi

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42, Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan

Telekomunikasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengurnpulan, penghimpunan dan pengolahan
data dan informasi;;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis;

¢. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum

daerah;

( d ) pelaksanaan  inventarizsasi  dan analisa permasalahan-

~ permasalahan;

e. pelaksanaan pengamanan infrastruktur teknologi informasi
dan pusat data (data centen;

f. pelaksanaan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik
vang diterima ataupun yang dikirim dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi atau Kabupaten /Kota;

g pelaksanaan penyusunan dan penyimpanan data personil,
materil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh Jaringan
sandi pemerintah daersh;

h. pelaksanaan pengumpulan dan mengelola data vang tersedia
dalam sistem informasi ‘erintegrasi di Pemerintah Kabupaten
Bener Meriah, dengan menjamin prinsip ketersedian
(availability),  kebenaran (integrity) dan  kerahasiaan
(confidentiality) data;

I, pelaksanaan usaha pengamanan informasi personil dan
materil sandi;

J. pelaksanaan pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan
dokumen dan dan alat-alat sandi serta pengembangan sistem
dan alat-aiat sandi;

k. pelaksanaan pengiriman dan penerimaan berita dengan
pesawat telek ateu mesin sandi;

. pelaksanaan pendataan berita/ radiologi vang bersifat rahasia

vang dikirice melalui hubungan persandian; c.

. pelaksanasan teknis menitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
pelaksanaan rugas kedicasan lainnya yvang diberikan oleh
Kepala Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan
Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

= 3

Paragraf 7
Bidang Layanan E-Goverment

Pasal 44
(1) Bidang Layanan E-Goverment merupakan unsur pelaksana
teknis di bidang Layanan E-Goverment; dan
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(2) Bidang Layanan E-Goverment di pimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika.

Pasal 45

Bidang Layanan E-Goverment mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang penatalelolaan e- government,

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45, Bidang Layanan E-Goverment mempunyai fungsi :

pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis;

pemhinaan teknig penyiapen sarana dan prasara

pembinaan teknis penyusunan program perencanaan;

pengendalian teknis penyusunan program Kerja;

pembinaan penyiapan bahan rancangan produk hukum

daerah;

pembinaan teknis perumusan. kehiiakan di bidang tata. kelola,

e-government, teknologi dan infrastruktur e-government,

interoperabilitas dan interkonektivitas e-government, layanan
kepemerintahan, serta layanan publik;

pembinaan teknis penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang

tata  kelola e-government, teknologi dan infrastruktur

e-governmeint, interoperabilitas dan interkonektivitas
€-government, layanan kepemerintahan, layanan publik;

h. pembinaan teknis penyiapan penyusunan norma standar
prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang tata kelola
€-government, teknologi dan infrastruktur e-government,
interoperabilitas dan interkonektivitas €-government, layanan
kepemerintahan, layanan publik;

i. pembinaan teknis penyiapan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang tata kelola e-government, teknologi dan
mfrastrukrur e-government, interoperabilitas dan
interkonektivitas €-government, layanan kepemerintahan,
layanan publik;

J. pembinaan teknis " pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang taia kelola e-government, teknologi dan infrastruktur
¢-government, interoperabilitas dan interkonektivitas e-
government, layanan kepemerintahan, layanan publik;

k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga
terkait lainnva; dan '

. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris
sesual dengan tugas dan fungsinya

.
L garanra prasarana;

oo T

s

o

Pasal 47
(1) Bidang Layanan E-Goverment terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
b, Seksi Pen geinbangan dan Tata Kelola E-Government;

(2} Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ini,
dipimpin cieh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung  jawab kepada Kepala Bidang Layanan
E-Goverment sesuaj dengan bidang tugasnya.
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Pasal 48
Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan di
bidang pengembangan aplikasi.

Pasal 49

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang aplikasi layanan publik dan aplikasi layanan
kepemerintahan,

b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang aplikasi Jayanan publik dan aplikasi layanan
kepemerintahan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum
daerah, : :

¢&. pelaksariaan pernyiapan banan penywsunan mnorma, starrdar,
prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang aplikasi
layanan publik dan aplikasi layanan kepemerintahan,

e. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi di bidang aplikasi layanan publik;

nelaksanaan nemantauan, evaluasi, dan nelaporan di hidang

aplikasi layanan publik dan aplikasi layanan kepemerintahan;

pelaksanaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Kepala Ridang Layanan E-Goverment sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

r

= 0

Fasal 50
Seksi Pengembangan dan Tata Kelola E-Government mempunyai
tugas di bidang pengembangan dan tata kelola e-government.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan fugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50, Seksi Pengembangan dan Tata Kelola E-Covernment

mempunyai fungsi: ,

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan
interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang
pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi
pengolah data pemerintah,

b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang
pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi
pengoleh data pemerintah,;

¢c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum
daerah; .

d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria penyelenggaraan interkonektivitas dan
metadata interoperabilitas di bidang pembinaan pengelolaan
layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah;

e. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi interkonektivitas dan metadata interoperabilitas

di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar

aplikasi pengolah data pemerintah;

pelaksanaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang Layanan E-Goverment sesuai dengan tugas
dan fungsinya

e

e
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

Kelamnnlk Jakatan Fuonesinnal memmuanyal fugas melakrsanakan
Kelampolk Jaharan Hungsional MEINRLIFEL —=o=

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

Pasal 53

(1) Xelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 52,
terdiri-dari  seiumlah  tenaga, dalam jeniang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlianuya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja; dan

(4} Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud

pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 54

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian,
Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada UPTD dan Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangarn,

Pasal 55

Unsur-unsur lain  di  lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika diangtat dan diberhentikan oleh Sekda atas
pelimpahan kewenangan dari Bupati. ‘

Pasal 56

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Penyebutan jabatan dan eselonering pada Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Bener Meriah merupakan sebagal berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/

Eselon 1l.b;

h.  Selkretaris Dinas merupakan Jahatan Administrator/Eselon
Iil.a; <

c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator/Eselon
[I1.b; dan

d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, merupakan Pejabat
Pengawas/ Kselon IV a.
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 58

(1] Dalam melaksanakan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kepala Seksi
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi bajk intern maupun antar unit organisasi
lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing,

(2] Setlap pimpinan satuan organisasi di Iingkungan Dimnas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah wajib
melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah {SPIP).

Pasal 59

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhaiangan. Sekretaris Dinas melakukan tugas-tugas
Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,;

(2) Dalam hal Sekretaris Dinas tidak dapat menjalankan
tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk
salah- seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk
mewakilinya;

(3) Dalarn hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya

karens. berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah

seorang Kepala Seksi di bawahnya untuk mewakilinya;

Pasal 60 .

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-
masing pejabar dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan
informatika dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan
tertentu Kepada pejabar seungkat di bawahnya sesual dengan
ketentuan vang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 61
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber

lain caaital Aanoanr lrateniian naratyuran mariindang-11ndanoan
lain sesgual dengan Koteniuian ROISIUIALL Ploitay g 2

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62
iahatan masing-masing pemanglku jahatan struktugal dan
non struktural umum di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika diatur derigan Peraturan Bupati;

Uraian

BAB IX
RETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh
meka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan
dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati
Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan
Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 14), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener
Meriah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dj iingkungan Dinas-Dinas
Pemerintah Kabupaten Bener Meriak (Berita Daerah Kabupaten

Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 65
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.,

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong

Pada tanggal

: 24 Desember 2016
24 Raiinl Awal 1438

T

S

-

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 53
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